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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perutndang-undangan;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam
Kebjjakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan DPRD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, = Kodefikasi dan  Nomenklatur = Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 920.601.159.578
2. Belanja Rp. 1.024.119.399.578 (-)
Surplas ( Defisit ) Rp 103.518.240.000
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 105.518.240.000
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000
Pembiayaan Netto Rp. 103.518.240.000 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ... Rp 0
Pasal 2
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 70.244.120.389
b. Pendapatan transfer sejumlah Rp. 815.426.039.189
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 34.931.000.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 31.249.352.466
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 3.201.860.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang _
dipisahkan sejumlah Rp. 2.610.000.000
d. Lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp. 33.182.907.923
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah Rp. 775.611.739.166

b. Pendapatan transfer antar daerah sejumlah Rp. 39.814.300.023
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri dari jenis pendapatan :

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sejumlah Rp. 34.931.000.000
Pasal 3
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja operasi sejumlah Rp. 690.939.439.856
b. Belanja modal sejumlah Rp. 194.300.881.203
c. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000
d. Belanja transfer sejumlah Rp. 128.879.078.519
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 343.654.928.313
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 324.585.191.543
c. Belanja bunga sejumlah Rp. 0
d. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0
e. Belanja hibah sejumlah Rp. 22.299.320.000
f. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 400.000.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja : '

a. Belanja modal tanah sejumlah Rp. 1.029.444.480
b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 46.412.977.348
c. Belanja modal bangunan dan gedung sejumlah Rp. 38.796.211.557
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi'sejumlah  Rp. 108.017.479.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya sejum‘lah Rp. 44.768.818
f. Belanja modal aset tidak berwujud sejumlah Rp. 0

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ terdiri dari
jenis belanja :
Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 7.325.184.103
b. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 121.553.894.416
Pasal 4
(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 105.518.240.000
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 105.518.240.000
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang

Pisahkan sejumlah Rp. 0
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumiah Rp. 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undaﬁgan sejumlah Rp. 0



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.

2.

3.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan
PPAS dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 05 Februari 2021
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 05 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 01 SERI D NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021: (1 -19/ 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

. '

ARIFIN, SH, MH

NIP.“T9810112 201101 1 003



